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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Kedudukan Desa dalam 

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, maka dapatlah ditarik kesimpulan 

sebagai inti pemikiran dari kajian ini. Beberapa kesimpulan dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia 

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia hanya 

dibagi dalam dua tingkatan pemerintah daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintahan desa dalam sistem 

ketatanegaraan republik Indonesia dengan sendirinya akan berada dibawah 

lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka pemerintah Desa secara 

administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota (local self 

government) dan tetap memiliki hak serta kewenangan khusus untuk mengurus 

urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang masih 

hidup (self governing community). Hal tersebut diperkuat dengan asas 

rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul , dalam hal ini berarti desa 

diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang 

sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya 
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NKRI.  Penjelasan tersebut menunjukan bahwa sebagai kesatuan masyarakat 

adat, desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan 

yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya Negara. Desa mempunyai 

keududukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan 

pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung 

makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainya berhak 

atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem 

NKRI, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam 

sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu: 

1) Pengakuan terhadap keragaman, dalam hal ini terjadi tarik menarik antara 

keragaman adat lokal dan model pemerintahan nasional. Sejarah 

membuktikan setiap komunitas lokal atau masyarakat adat yang tersebar di 

seluruh penjuru Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri (self governing 

community) yang bersifat tradisional-lokalistik dan mengontrol tanah ulayat 

secara otonom. Desa-desa di Indonesia sangat beragam, sehingga skema 

pemerintahan Desa juga bisa beragam. Pengakuan terhadap keragaman 

inilah yang mempersulit peletakan desa dalam sistem ketatanegaraan 

Republik Indonesia secara jelas. 
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2) Adanya dualisme pengaturan antara Adat (self governing community) 

dengan Pemerintahan Desa (Lokal self government). Berkaitan dengan 

dualisme model tersebut jika dilihat pengertian Desa di dalam Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal  1 angka (1) maka Desa dipahami terdiri 

atas Desa dan Desa adat yang menjalankan dua fungsi yaitu fungsi 

pemerintahan (local self government) dan mengurus urusan masyarakat 

setempat sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional (self governing 

community). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 tidak menganut satupun dari model itu 

melainkan menggabungkan antara dualisme adat dan desa. 

3. Upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan 

Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu: 

Menyempurnakan dual positions desa, yang menempatkan secara 

tegas desa sebagai organisasi pemerintahan. Artinya bahwa desa berada dalam 

wilayah kabupaten/kota, sebagaimana kabupaten/kota berada dalam wilayah 

provinsi, dan provinsi berada dalam wilayah NKRI. Kedudukan desa tetap 

berada dalam hirarkhi pusat, provinsi dan kabupaten, tetapi desa sebagai entitas 

berada di luar sistem pemerintahan kabupaten/kota, sehingga desa juga 

mempunyai otonomi. Kedudukan desa tidak lagi menjadi organisasi 

masyarakat (self governing community) tetapi sebagai organisasi pemerintahan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang ingin disampaikan yaitu 

bahwa Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengakui keberagaman daerah-daerah kecil yang bersifat istimewa, tetapi 

konstitusi itu tidak secara tegas mengakui adanya desa local self government. 

Berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi sumbangsih sebagai saran bahwa 

kedudukan desa harus diatur secara jelas di dalam konstitusi yaitu dilakukan 

amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini bahwa Undang-undang 

Dasar 1945 tidak hanya mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya seperti yang diatur dalam Pasal 18 B ayat (1) 

tetapi juga harus mengakui adanya Desa local self government dalam pasal 

tersendiri. Kemudian, sebaiknya NKRI tidak hanya dibagi menjadi daerah-

daerah provinsi, kabupaten dan kota tetapi juga dibagi menjadi desa. Dengan 

ketentuan tersebut maka desa memiliki status serta kejelasan di dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia. 
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